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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh  disiplin kerja pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi produci moment diperoleh rhit = 0,542, hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325. Dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,542 > rtab = 0,325. hal ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 3,817, hasil perhitungan ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  maknanya adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  
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I. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan mempunyai peran yang sangat penting, karena pelayanan merupakan suatu kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparatur negara atau pegawai negeri, sementara itu masyarakat sendiri mempunyai hak atas pelayanan, untuk itulah para aparatur negara dituntut untuk dapat meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat yang ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang bermutu tinggi kepada masyarakat.
Masyarakat berhak menuntut kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pelayanan ini adalah merupakan misi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
Untuk mencapai misi tersebut perlu dukungan sumber daya aparatur  yang berkualitas salah satu unsur yang dominan adalah dengan didukung oleh lancarnya tata administrasi kepegawaian yang baik, pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya pembangunan, menekankan  manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja  yang produktif, trampil, kreatif, profesional serta mampu  memanfaatkan, mengembangkan  dan menguasai pengetahuan  dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen yang baik dalam bidang pelayanan.
Salah satu modal dasar untuk mencapai misi tersebut di atas adalah perlunya disiplin pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selaku abdi negara dan abdi masyarakat dari pegawai pusat hingga pegawai daerah, termasuk pegawai kecamatan salah satu ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Disisi yang lain perlu disadari bahwa pegawai yang mampu dalam menjalankan tugas pada bidang yang telah diamanahkan belum dapat dijadikan pedoman bagi keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi apabila dalam pelaksanaanya tidak dibarengi dengan sikap disiplin dalam bekerja dari pegawai itu sendiri. Salah satu caranya adalah pemerintah harus berusaha melakukan pembinaan terhadap pegawai itu sendiri melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan peningkatan disiplin kerja pegawai agar mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab.

Pembinaan Pegawai Negeri sipil diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Disiplin merupakan suatu ketaatan, kepatuhan atau tertib, dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk dalam peraturan-peraturan yang berlaku yaitu taat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan menghindari larangan-larangannya. Serta dalam melaksanakan instruksi yang telah diputuskan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Dengan adanya sikap disiplin yang dimiliki oleh setiap pegawai dapat menjadi hubungan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, baik efektif maupun efisien dalam mencapai organisasi sehingga tujuan dari pada organisasi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan secara optimal.

Kenyataan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan di Pemkab Kutai Timur ditemukan adanya beberapa gejala berkaitan dengan disiplin kerja seperti: adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu jam kerja, adanya pegawai yang pulang sebelum waktu pulang, dan sebagian pegawai kurang bertanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat dalam penyelesaian pekerjaan. Pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, disatu sisi tejadi  kenaikan jumlah orang yang yang berurusan dengan pelayanan, namun disisi yang lain masih terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan kualitas pelayanan antara lain tidak dimanfaatnya dengan baik kotak saran yang berada di loket pelayanan secara maksimal, sehingga tidak terjaringnya saran dan kritik dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan. 
II.  PERMASALAHAN
Apakah disiplin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Sandaran  Kabupaten Kutai Timur. 
III. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor  Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, yaitu  Pegawai Negeri Sipil dan pegawai TK2D berjumlah sebanyak 37 orang pegawai negeri sipil dijadikan responden penelitian ini, populasinya tidak terlalu besar, penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi yang ada dijadikan responden, atau dengan kata lain menggunakan metode sensus. 
Untuk menganalisis variabel disiplin kerja pegawai dan variabel kualitas pelayanan, penulis menggunakan analisa dengan instrumen statistik koefisien korelasi  uji Product Moment (pearson) dengan menggunakan program SPSS 17,0 for windows. 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Variabel Disiplin Kerja
Pengertian tentang disiplin kerja pegawai dari perspektif atau pendekatan (1) sifat dan kesadaran, dikemukakan oleh Mangkuprawira (2007 : 122) bahwa: “kedisiplinan pegawai adalah sifat seorang yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat memengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. Kedisiplinan seharusnya dipandang sebagai bentuk-bentuk latihan bagi pegawai dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Semakin disiplin semakin tinggi produktivitas kerja pegawai dan kinerja lembaga tersebut,. 
Menurut Hasibuan (2009 : 193) menyatakan bahwa : kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan normanorma sosial yang berlaku. Sedangkan Fathoni (2006 : 126) mengemukakan bahwa : Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya .

Pengertian disiplin dari substansi sifat atau kesadaran manusia, kedisiplinan dapat diartikan bilamana pegawai selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi/instansi dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Definisi atau pengertian disiplin dari sudut pandang; (2) penegakkan peraturan, dikemukakan Siagian (2008 : 305) menyatakan bahwa : disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. sedangkan lg. Suroso (1982,2), mengatakan bahwa disiplin adalah peraturan yang dilakukan dengan tegas dan ketat serta menghendaki dilaksanakannya segala peraturan dengan teliti dan murni bahkan hal-hal yang terkecilpun tak boleh disimpan.
Selanjutnya ditambahkan oleh Pradjudi Admosudirdjo (1983;210) mengatakan bahwa disiplin pada hakekatnya adalah ketaatan kegiatan, sikap kelakuan, sikap hormat, yang nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati antara badan organisasi dan pegawai-pegawainya. Lebih jauh menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1982;143), mengatakan bahwa disiplin (dicipline) adalah persetujuan untuk tunduk atau mengikuti secara langsung peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Disiplin diperlukan bagi pembinaan dari atasan yang baik dari semua tingkat pimpinan.
Siswanto  (1998 : 278) secara spesifik memberikan pengertian tentang disiplin  kerja merupakan suatu sikap menghormati,  menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan – peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi – sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian disiplin merupakan bentuk ketaatan pegawai  melaksanakan aturan  yang diberlakukan  dan meninggalkan larangan-larangan  yang ditentukan  dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan utama pembinaan disiplin kerja adalah untuk memastikan bahwa perilaku karyawan konsisten dengan aturan perusahaan. Secara khusus tujuan pembinaan disiplin kerja, menurut Sastrohadiwiryo (2002 : 292) antara lain: (1) agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan  maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen; (2) dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya ; (3) dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya; (4) dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada perusahaan; (5) tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
Pendapat T. Hani Handoko (1990 : 140) mengatakan bahwa dengan adanya tata tertib yang ditetapkan, tidak dengan sendirinya para pegawai akan mematuhinya, maka perlu bagi pihak organisasi mengkondisikan pegawainya dengan tata tertib kantor. Untuk mengkondisikan pegawai agar bersikap disiplin, beliau mengemukakan beberapa prinsip disiplin sebagai berikut : (1) pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan dihadapan orang banyak, karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan karyawan yang bersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan sakit hati ; (2) pendisiplinan yang bersifat membangun. Selain menunjukkan kesalahan yang dilakukan karyawan,haruslah disertai dengan memberi petunjuk penyelesaiannya, sehingga karyawan tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan ; (3) keadilan dalam pendisiplinan. Dalam melakukan tindakan pendisiplinan, hendaknya dilakukan secara adil tanpa pilih kasih serta tidak membeda-bedakan antar karyawan ; (4) pendisiplinan dilakukan pada waktu karyawan tidak absen. Pimpinan hendaknya melakukan pendisiplinan ketika karyawan yang melakukan kesalahan hadir, sehingga secara pribadi ia mengetahui kesalahannya ; (5) pendisiplinan hendaknya dapat bersikap wajar. Hal itu dilakukan agar proses kerja dapat berjalan lancar seperti biasa dan tidak kaku dalam bersikap.

Faktor-faktor pendukung disiplin kerja menurut  Lumbantoruan (1997:14) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung  pelaksanaan disiplin, antara lain : (1) peraturan-peraturan harus jelas dan terinci serta  setiap pelanggaran  yang terjadi  harus bisa dibuktikan ; (2) peraturan-peraturan harus tertulis dan dijelaskan kembali dalam program orientasi karyawan baru dan  dalam program pelatihan (Internal Training); (3)  segala bentuk  deskriminasi dan kecenderungan memihak  harus dihindarkan; dan (4) sanksi keras  misalnya pemecatan, hanya dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut  dari sanksi lunak, misalnya peringatan.
Menurut Soejono, 1997 : 67) disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja yaitu : (1) ketepatan waktu. Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik ; (2) menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati- hati dalam menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan ;  (3) tanggungjawab yang tinggi. pegawai senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya
sesuai  prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik; dan (4) ketaatan terhadap aturan kantor. (Soejono, 1997 : 67).

Ukuran disiplin  kerja bagi pegawai  dapat ditentukan melalui  indikator-indikator sebagai berikut : (1) kehadiran pegawai pada hari-hari kerja : (2) ketepatan  pada jadwal masuk dan pulang kerja ; (3) ketaatan pegawai  terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan ; (4) mentaati prosedur kerja yang telah ditentukan ; (5) melaksanakan segala tugas  dan kewajiban yang  sudah ditentukan ; (6) menunjukkan sikap jujur, tertib, cermat dan penuh semangat ; dan (7) melaksanakan perintah atasan.
Untuk mengukur variabel disiplin kerja pegawai, penulis membatasi indikator, yaitu ; (1) kehadiran kerja; (2) ketaatan terhadap peraturan; dan (3) kerjasama pegawai. Berikut ini digambarkan hasil penelitian masing-masing indikator nsebagai berikut :
1. Indikator Kehadiran Jam kerja

Kehadiran jam kerja pegawai yang dimaksudkan disini adalah kehadiran para pegawai pada setiap hari kerja, baik saat masuk kerja, jam istirahat kerja maupun pulang kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kantor bersangkutan. Tingkat kehadiran pegawai yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai dalam bidang pelayanan.

Tanggapan responden tentang pertanyaan bagaimana tingkat kehadiran pegawai pada Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10,8% menjawab jawaban C (cukup tepat waktu), sebanyak  17 orang responden atau sebesar 45,9% menjawab jawaban D ( diberikan kesempatan)


































































































tepat waktu) dan sebanyak 16 orang responden atau sebesar 43,2% memberikan jawaban E (sangat tepat).  

2.  Indikator Ketaatan Terhadap Peraturan

Ketaatan terhadap peraturan yang dimaksudkan disini adalah kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan yang berlaku, norma dan etika dan siap menerima sanksi jika melakukan kesalahan. Ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pelayanan.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan bagaimana tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan, prosedur kerja yang berlaku pada Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 3 orang responden atau sebesar 8,1% menjawab jawaban B (tidak mentaati),sebanyak  6 orang responden atau sebesar 16,2% menjawab jawaban C (cukup mentaati), sebanyak 14 orang responden atau sebesar 37,8% memberikan jawaban D (mentaati peraturan), dan sisanya sebanyak 14 orang responden atau sebesar 37,8% yang menjawab E (sangat mentaati peraturan). 

3. Indikator Kerja Sama Pegawai

Kerjasama pegawai yang dimaksudkan disini adalah pelaksanaan koordinasi  dan komunikasi  baik antar bidang, sesama bawahan maupun bawahan dengan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan. Dengan kerjasama atau koordinasi yang baik maka akan meningkatkan percepatan dan kualitas pekerjaan.

Tanggapan responden tentang pertanyaan bagaimana kerjasama pegawai pada Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10,8% menjawab jawaban C (cukup baik kerjasama), sebanyak 14 orang responden atau sebesar 37,8% menjawab jawaban D (baik kerjasama) dan sebanyak 19 orang responden atau sebasar 51,4% memberikan jawaban E (sangat baik kerjasama).  

B. Variabel Kualitas Pelayanan 
Menurut Hardiyansyah (2011: 11) mendefinisikan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses   pelayanan   berlangsung   secara   rutin   dan   berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.” 

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkain aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau halhal lain yang disediakan oleh kantor pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan utuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.  

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau kegiatan yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima (masyarakat) dan pemberi pelayanan (pegawai) melalui proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan  dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan dan sasaran tugas pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan pengertian pelayanan publik dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006: 136) mendefisinikan pelayanan publik adalah Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.
Sedangkan menurut Sinambela dalam Pasolong (2008:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong (2008:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan”. Pendapat lain dari Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4). Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah  di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. 

b. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. 

d. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana 

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Dasar hukum 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.  

b. Persyaratan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.  

c. Sistem, mekanisme dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.  

d. Jangka waktu penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

e. Biaya/tarif 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  

f. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  

g. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas 

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.  

h. Kompetensi pelaksanaan 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

i. Pengawasan internal 

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.  

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.  

k. Jumlah pelaksana 

Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.  

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.  

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk  memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan  

n. Evaluasi kinerja Pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan   standar pelayanan. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. 
Untuk mengukur variabel kualitas pelayanan, penulis membatasi indikator yaitu ; (1) kecepatan dalam  melaksanakan tugas ; (2) kualitas pekerjaan; dan (3) sikap atau prilaku dalam melaksanakan tugas. Berikut ini digambarkan hasil penelitian masing-masing indikator sebagai berikut :
1. Indkator Kecepatan Pegawai dalam  Melaksanakan Tugas

Kecepatan melaksanakan tugas  yang dimaksudkan disini adalah kecepatan dan ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan proses pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kecepatan dan ketepatan dalam proses pelayanan maka masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.
Tanggapan responden tentang pertanyaan bagaimana kecepatan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, bahwa sebanyak 2 orang responden atau sebesar  5,4% menjawab jawaban C (cukup cepat), sebanyak 12 orang responden atau sebesar 32,4% menjawab jawaban D (cepat) dan sebanyak 23 orang responden atau sebesar  62,2% memberikan jawaban E (sangat cepat).
2. Indikator Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah kualitas produk pelayanan baik barang maupun jasa yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standard kualitas pelayanan yang telah ditentukan. Dengan kualitas hasil pelayanan yang baik maka masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.
Tanggapan responden tentang pertanyaan bagaimana kualitas produk pekerjaan pelayanan masyarakat, bahwa hanya 1 orang responden atau sebesar 2,7% menjawab jawaban C (cukup berkualitas), sebanyak 11 orang responden atau sebesar  29,7% menjawab jawaban D (berkualitas), dan sebanyak 25 orang responden atau sebasar 67,6% memberikan jawaban E (sangat berkualitas). 

3. Indikator Sikap atau Prilaku Pegawai 
Sikap atau perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan  disini adalah  meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan petugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan sikap atau perilaku pegawai yang  baik maka masyarakat merasa senangdan  puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.
Tanggapan responden tentang pertanyaan bagaimana sikap atau perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa sebanyak 3 orang responden atau sebesar  8,1% menjawab jawaban C (cukup baik), sebanyak 10 orang responden atau sebesar  27,0% yang menjawab D (baik), dan sebanyak  24 orang responden atau sebesar 64,9% memberikan jawaban E (sangat baik). 

C. Pengaruh Manajemen Perkantoran Terhadap Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh    rhit = 0,542, ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,542 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Dari perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 3,817. Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 3,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  maknanya adalah bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa disipilin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa teori-teori yang dikemukakan dapan penelitian ini terdapat adanya kesesuaian dengan data, fakta hasil penelitian, artinya bahwa teori dapat menjelaskan, meramalkan gejala, fakta yang ada berkaitan dengan disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. 

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut   :
1. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diperoleh    rhit = 0,542, hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 37 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,325.  Atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,542 > rtab = 0,325.  Ini berarti bahwa terdapat  hubungan dalam arti pengaruh yang positif antara variabel disiplin kerja pegawai dengan variabel kualitas pelayanan. pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
2. Dari hasil perhitungan hasil uji-t sebesar 3,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 3,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 35 (37 – 2 = 35).  Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan.  Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa disipilin kerja pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk peningkatan disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan masayarakat pada kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :
1. Perlu dipertahankan dan terus diringkatkan disiplin kerja pegawai saat ini dan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan organisasi, khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sandaran.
2. Salah satu faktor yang sangat menentukan peningkatan disiplin kerja pagawai adalah kualitas figur pimpinan. Oleh sebab itu perlu meningkatkan peran pimpinan sebagai teladan bawahan, punya pengaruh dan kemampuan menciptakan hubungan non formal dengan pegawai dan faktor pendukung lainnya.
3. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam disiplin pegawai antara lain sudah saatnya Kantor Kecamatan Sandaran menggunakan mesin absen sidik jari (finger print) fungsinya untuk monitoring kehadiran pegawai, ketepatan  pada jadwal masuk dan pulang kerja.
4. Untuk proses kecepatan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat juga perlu didukung oleh segala jenis peralatan, perlengkapan,  fasilitas kerja sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa, menimbulkan rasa nayaman, perasaan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

5. Perlu peningkatan insentif atau honor bagi pegawai yang melaksanakan tugas dilapangan dan lembur kerja, mengingat kondisi geografis Kecamatan Sandaran berada di daerah pantai dan jauh dari Ibu Kota Kabupaten.
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